Uni versitas I ndonesia Library >> Arti kel Jurnal

Partai I\Ez)olitik dan pemilihan umum dalam sistem presidensial menurut
UUD NRI Tahun 1945

Siahaan, Pataniari, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20497324& |okasi=Iokal

PENGERTIAN partai politik adalah sekelompok orang-orang yang mempunyai nilai-nilai dan cita-cita dan
tujuan yang sama yang mengorganisir dirinya dalam suatu partai politik. Di Indonesia sistem kepartaian
diatur berdasarkan undangundang tentang partai politik yaitu dalam UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Salah satu perubahan yang mendasar di dalam UUD
1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2), yang semula“Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh Mgjelis Permusyawaratan Rakyat” diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara
langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan yang dilakukan tidak secara langsung oleh rakyat namun
melalui pegabat yang dipilih oleh rakyat. Menurut ketentuan Pasal 22 E ayat (2), Pemilihan Umum
diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Umum tersebut
dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali. Adapun peserta pemilihan umum untuk memilih
anggota DPR dan DPRD adalah partai politik dan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD
adalah perseorangan. Undang-undang partai politik di Indonesiatidak membatasi jumlah partai, yang diatur
hanya tata-cara pendirian partai dan syarat untuk bisa mengikuti pemilihan umum. Kondisi ini disadari, oleh
karenaitu diusahakan agar walaupun menganut sistem multi partai tetapi dengan jumlah yang tidak terlalu
banyak, yaitu sistem multi partai sederhana. Terkait dengan upaya menciptakan sistem multi partai
sederhana adalah dikaitkan dengan sistem presidensiil yaitu melalui proses pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) menyatakan bahwa pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini
memberi kesempatan kepada setiap partai politik yang telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Diharapkan dengan bergabungnya partai-partai politik untuk
mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden persyaratan pada ayat (3) akan dapat dicapai dan
kedepannya partai-partai politik tersebut akan terus bersamabersama sehingga tercapai persamaan-
persamaan diantara mereka sehingga suatu saat nantinya mereka bergabung dalam satu partai atau front.
Dengan demikian akan tercapai sistem multi partai sederhana.
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